PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, DAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ATASBARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayaPe@turan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mikkgara / Daerah, perlu
dibuat suatu ketentuan agar pengelolaan barank Delerah dikelola secara tertib
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

b. bahwa untuk menentukan status kepemilikan baranik maerah dan untuk
mendorong investasi serta menjamin kepastian hugartu diatur lebih lanjut
dengan suatu peraturan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada &autaih b perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peaet&ndang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan abadingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia mai953 Nomor : 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republibnegla Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indam&smor 1820) ;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokdoldkepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No®s® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3041) gabeana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembalagara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuamggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susui@n Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilaky&ta Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemb&tegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaragarde Republik
Indonessia Nomor : 4310) ;

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perlb@ndan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMomd&, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemkamt Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Isitpif@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadidB89) ;

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pes@aik Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegarabRepodonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repuldinkesia Nomor 4400) ;
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8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petaban Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yaakhtedengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik ledi@nTahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadldgv4);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perngdra Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

10. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perakant Kabupaten
Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembardlegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor : 8, Tambahan Lembaragaf Republik
Indonesia Nomor : 4682) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentamgif@ngan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lemb#&tagara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaragarde Republik
Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgn®an Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerabaflaenmNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangeR#aan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonealaum 2006 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerheNi@or 38 Tahun 2007
(Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 d¥oi#8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, Raader Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indon&siaun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nof®r)4;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentaggr@asi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N&@8@p;

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH DAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ATASBARANG MILIK DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di s&iRiRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kayong Utara.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang déieli diperoleh atas beban APBD atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah.
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5. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenanpeattanggungjawab menetapkan kebijakan dan

pedoman serta melakukan pengelolaan barang mikkeba

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenaegggunaan barang milik Daerah.

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kagjgpejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang

untuk menggunakan barang yang berada dalam peragugsadengan sebaik-baiknya.

8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barandg midierah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang.

9. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan baramijk Daerah yang dilakukan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antéanariftah Daerah, atau antara Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengarenma penggantian dalam bentuk barang,
sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

10.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang daridPemah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, argarariftah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa mengbepanggantian.

11.Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah adalahaliesug kepemilikan barang milik Daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkanjadietkkekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah padanBddaha Milik Daerah atau Badan Hukum
lainnya yang dimiliki Daerah.

N

BAB I
PENJUALAN

Pasal 2

(1) Penjualan barang milik Daerah dilaksanakamgderpertimbangan :

a. Untuk optimalisasi barang milik Daerah yang &gt atau idle ;

b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daggahila dijual ;

c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Perundang-undgargguberlaku.
(2) Penjualan Barang milik Daerah dilakukan setaeang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada gyae(iputi :

a. Barang milik Daerah yang bersifat khusus ;

b. Barang milik Daerah lainnya yang ditetapkanHdanjut oleh pengelola barang.

Pasal 3

(1) Penjualan barang milik Daerah berupa tanahf déeu bangunan dilaksanakan oleh :
a. Pengelola barang untuk barang milik Daerah ;
b. Pengelola barang setelah mendapat persetujyzatiBuntuk barang milik Daerah.

(2) Penjualan barang milik Daerah selain tanah atan bangunan dilaksanakan oleh Pengelola barang
setelah mendapat persetujuan Bupati untuk baralilgDaerah.

Pasal 4

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 8litgakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada penggrang untuk diteliti dan dikaji ;
b. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepadelpta barang ;
c. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul peajualang diajukan oleh pengguna barang
sesuai dengan kewenangannya ;
d. Pengelola barang mengeluarkan Keputusan untuk rhguyeatau tidak menyetujui usulan
penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dia¢gdas kewenangannya.
(2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pagiak8lhn dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepadelpta barang ;
b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul peajuaglang diajukan oleh pengguna barang
sesuai dengan kewenangannya ;
c. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk mgayetau tidak menyetujui usulan
penjualan yang diajukan oleh pengguna barang diatdas kewenangannya ;
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d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bugiati DPRD, pengelola barang mengajukan
usul penjualan disertai dengan pertimbangan atdarugang dimaksud.
(3) Penertiban penyesuaian pelaksanaan oleh pengelddadountuk penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapaepguan Bupati atau DPRD.
(4) Hasil penjualan milik Daerah wajib disetor selurghinke rekening kas umum Daerah sebagai
penerimaan Daerah.

BAB I11
TUKAR MENUKAR

Pasal 5

(1) Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakamgan pertimbangan :
a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyeleaggd@emerintahan ;
b. Untuk optimalisasi barang milik Daerah ; dan
c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran PendapataBelanja Daerah.
(2) Tukar menukar barang milik Daerah dapat dikakudengan pihak :
a. Pemerintah Daerah ;
b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukilik Pemerintah lainnya.
(3) Tukar menukar barang milik Daerah dapat dikakudengan pihak :
a. Pemerintah Pusat ;
b. Badan Swasta Milik Negara/Daerah atau Badan mukilik Pemerintah lainnya ;
c. Swasta.

Pasal 6

(1) Tukar menukar barang milik Daerah dapat berupa
a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan &@gadelola untuk barang milik Daerah oleh
Bupati ;
b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakark yr@nyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai deraganmuang / wilayah atau penataan kota ;
c. Barang milik Daerah selain tanah dan / atau banguna
(2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah dan/Btmgunan yang akan dipertukarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakaleh Bupati untuk barang milik Daerah, sesuai
dengan batas kewenangannya.
(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (lf hudilaksanakan oleh Pengelola barang
setelah mendapat persetujuan Bupati untuk baralilgDaerah.
(4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (Lf budilaksanakan oleh Pengelola barang
setelah mendapat persetujuan Bupati.
(5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud Pada ayat (lj budilaksanakan oleh pengguna barang
setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 7

(1) Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana dinthklalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengelola barang mengajukan usul tukar mertakah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai
dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data ;

b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan / pertingzanperlunya tukar menukar tanah atau bangunan
dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis ;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan perayaag berlaku Bupati dapat mempetimbangkan
untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan / ataguinan yang dipertukarkan ;

d. Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan dilaksamakelalui proses persetujuan dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) dah3@asyat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 ;

e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukgaddrerpedoman pada persetujuan Bupati ;

Pelaksanaan serah terima barang yang dilepabatang pengganti harus dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.

-
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(2) Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana dinthkdalam Pasal 6 ayat (1) hruf c

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pendwsodeng disertai alasan/pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intestansi pengguna barang ;

b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasanfpbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis,
dan yuridis ;

d. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang Kerlapengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batasawngannya ;

e. Pengguna barang melaksanakan tukar menukar demgpadoman pada persetujuan pengelola
barang ;

e. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepasadang pengganti harus dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.

BAB IV
HIBAH

Pasal 8

(1) Hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertingaa untuk kepentingan sosial, keagamaan,
kemanusiaan, dan penyelenggaraan PemerintahanhDaera

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mmeyarat sebagai berikut :
a. Bukan merupakan barang rahasia Negara;
b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajad hrdmg dbanyak;
c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugdsokpaan fungsi dan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

(1) Hibah barang milik Daerah berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan &gpamgelola barang untuk barang milik
Daerah oleh Bupati ;

b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaahmeyaanakan untuk dihibahkan sesuai
yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;

c. Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah darategunan yang akan dihibahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupatuk barang milik Daerah, sesuai batas
kewenangan.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufaisdinakan oleh Pengelolaan barang setelah
mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Bfaer

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufldksdinakan oleh Pengelola barang setelah
mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Bfaer

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruflaksdinakan oleh pengguna barang setelah
mendapat persetujuan pengelolaan barang.

Pasal 10

(1) Hibah barang milik Daerah sebagaimana dimakisliaim Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah danf@ngunan kepada Bupati disertai dengan
alasan / pertimbangan kelengkapan data ;

b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yangkuerBupati dapat mempertimbangkan untuk
menetapkan dan atau menyetujui tanah dan/atau bangang akan dihibahkan ;

d. Proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan lmenp@dpada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan
Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 612006 ;
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e. Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpadmda persetujuan Bupati ;

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkas Hauangkan dam Berita Acara serah terima
barang.

(2) Hibah barang milik Daerah sebagaimana dimaksudndd&asal 9 ayat (1) huruf c, dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pendmodmg disertai alasan/pertimbangan,
kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intestalmsi pengguna barang ;

b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasagatimbangan dan syarat sebagaimana di
maksud dalam Pasal 9 ;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang HKerlapengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai dengaas lk@venangannya ;

d. Pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpegantia persetujuan pengelola barang ;

e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkars libiuangkan dalam Berita Acara serah
terima barang.

BABV
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang Dakrah dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan UsdlkaDderah atau Badan Hukum lainnya yang
dimiliki Daerah.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimanaksdichgpada ayat (1) dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut :

a. Barang milik Daerah dari awal pengadaannya seskamen penganggaran diperuntukkan bagi
Badan Usaha milik Daerah dan atau Badan Hukum yairyang dimiliki Daerah dalam rangka
penugasan Pemerintah ; atau

g. Barang milik Daerah lebih optimal apabila dikeloleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan
Hukum lainnya yang dimiliki Daerah baik yang sudala maupun yang akan dibentuk.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas milik Dakpat berupa :

a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan &epaadgelola barang oleh Bupati untuk
barang milik Daerah ;

b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaalmeyaanakan untuk disertakan sebagai
modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum di&mmen penganggaran ;

c. Barang milik Daerah berupa selain tanah dan/ataglwan.

(2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah darfdategunan yang akan disertakan sebagai modal
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayair(f a dilakukan oleh Bupati, untuk barang
milik Daerah sesuai batas kewenangannya.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas bararigDaiérah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh Pengelola barang setetaidapat persetujuan Bupati untuk barang milik
Daerah.

(4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas bararngDaiérah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan oleh Pengelola barang setakidapat persetujuan Bupati untuk barang milik
Daerah.

(5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas bararigDaiérah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan oleh pengguna barang setetaiuapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas bararigDaiéirah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketergelbagai berikut :
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Pengelola barang mengajukan usul penyertaan mesaéifhtah atas tanah dan / atau bangunan
kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangakelengkapan data ;

Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan / atau menyetujui tanah dan/atau banggang akan disertakan sebagai Penyertaan
modal Pemerintah ;

Proses persetujuan penyertaan modal Pemerintdsaiilakan dengan berpedoman pada ketentuan
Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) Perat@aefhtah Nomor 6 Tahun 2006 ;

Pengelola barang melaksanakan penyertaan modalriReaheDaerah dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati ;

Pengelola barang menyiapkan Rancangan PeraturaalD@aatang penyertaan modal Pemerintah
Daerah dengan melibatkan Instansi terkait ;

Pengelola barang menyampaikan Rancangan Perat@aralDkepada DPRD untuk ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Pengguna barang melakukan serah terima barang &ésthn Usaha Milik Daerah atau Badan
Hukum lainnya milik Daerah yang dituangkan dalanritBeAcara serah terima barang setelah
Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas bararg D@érah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf c dilakasanakan dengan ketergabagai berikut :

a.

b.

C.

Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengbkrang disertai dengan alasan/
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil kajmarnntiern Instansi pengguna barang ;

Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasage@nimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12;

Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturamg ymerlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batasawgannya ;

Pengelola barang menyiapkan Rancangan PeraturaalD@atang penyertaan modal Pemerintah
Daerah dengan meilbatkan Instansi terkait ;

Pengelola barang menyampaikan Rancangan Perat@aralibkepada DPRD untuk ditetapkan
sesuai dengan peraturan Perundang - undangan ;

Pengguna barang melakukan serah terima barang &d&sthn Usaha Milik Daerah atau Badan
Hukum lainnya milik Daerah yang dituangkan dalanritBeAcara serah terima barang setelah
Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB VI
GANTI RUGI DAN SANKS|

Pasal 14

(1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyaladgo/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang
milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan gangji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerahgs#mana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan
sanksi administratif dan atau sanksi pidana sefrajan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangyaag telah ada sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan disalkan Dokumen kepemilikannya.

(2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilg@vagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dikoordinasikan dengan Instansi teknis dibidanggoethan Nasional dan Instansi teknis lainnya.

(3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksapaaentuan pada ayat (2) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatgnidJtara.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetagngan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten gajana.

Ditetapkan di Sukadana
Padatanggal 25 Juni 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Di Undangkan di Sukadana
Padatanggal 25 Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ABDUL MALIK MADJERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR 25
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, DAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ATASBARANG MILIK DAERAH

. UMUM

a.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NegaublRejpdonesia Tahun 1945, Pemerintah
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus samdisan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonons kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakalumgeningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalanami luas, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan pridgmokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhusussan serta potensi dareka@agaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonsehias-luasnya yang mengandung makna
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatouas urusan pemerintahan diluar yang
menjadi urusan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentanget@aan barang milik negara / daerah
mengatur mengenai pengelolaan barang milik daesaiy yneliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaataggnmanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaannpamipengawasan, dan pengendalian.
Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk lemnaspemanfaatan yang diataur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 belum laerjgebagaimana mestinya. Upaya
pemerintah untuk menarik minat investor kerjasamiamanfaatan dalam melakukan pembangunan
infrastruktur masih menemui hambatan. Hambatareletsakibat dari kemudahan atau fasilitas
yang ditawarkan oleh Negara — Negara yang mampubakan jangka waktu investasi yang lebih
lama.

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahuf p@f@a Pasal 66 ayat (2) menyatakan
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksangenjualan, tukar menukar, hibah dan
penyertaan modal Pemerintah atas barang milk dadiahr dalam Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada kebijakan umum pegelolaan baralilg meigara/daerah, demikian pula yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 28@mng Perbendaharaan Negara.

PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Lelang adalah penjualan barang milik daerbhdhpan penjabat lelang.
Ayat (3)
Huruf a
Barang milik daerah yang bersifat khusus adalabrngpr barang yang diatur seacara khusus
sesuai dengan peratruran perundangOundangan ydagubseperti rumah milik pemerintah
daerah golongan lll yang dijual kepada penghumgdkeaan Dinas perorangan pejabat Negara
yang dijual kepada Pejabat Negara.
Huruf b
Cukup jelas
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Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a sampai dengan c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dRémal ini adalah sebagaiamana
dimaksud dalam pasal 46, 47 dan Pasal 48 Perd@araerintah Nomor 6 Tahun 2006.
Pasal 5
Ayat (1)
Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayatitetnduh apabila Pemerintah Daerah
tidak dapat menyediakan tanah dan / atau bangwsraggpnti.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Hurufadanb
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan pihak swasta adalah pihakisvikask yang memiliki badan hukum
maupun perorangan.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu raekukurangnya sekali dalam lima
tahun adalah sensus barang daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
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